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REHAB 591 RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH), PEMERINTAH 
KABUPATEN TEGAL ANGGARKAN Rp11,82 MILIAR 

 
Sumber gambar :   
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Isi Berita: 

Slawi – Pemerintah Kabupaten Tegal menganggarkan Rp11,82 miliar untuk merehab 591 

unit rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2023 ini. Selain dari pendanaan APBD 

Kabupaten Tegal, juga ada tambahan dari APBD Provinsi Jawa Tengah senilai Rp960 

juta dan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp300 juta serta dari Badan Amil Zakat 

Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah Rp158 juta. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Jeruri saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 

(10/08/2023). 

Dari keseluruhan pendanaan rehab RTLH senilai Rp13,2 miliar tersebut, sedikitnya 662 

keluarga akan menerima manfaat dari pelaksanaan program ini. Pihaknya pun 

mengungkapkan, masing-masing keluarga akan menerima bantuan senilai Rp20 juta 

dengan rincian Rp17,5 juta untuk belanja material dan sisanya Rp2,5 juta untuk jasa 

pekerja bangunan. 

“Dana ini akan dialokasikan seluruhnya untuk perbaikan RTLH. Tapi meski judulnya 

rehab, tidak tertutup kemungkinan ada keluarga penerima manfaat yang akan membangun 

rumahnya dari nol karena ada tambahan swadaya mereka sendiri, baik itu hasil 

menabung, menjual aset, ataupun pinjaman dari keluarga maupun pihak ketiga,” ujarnya. 

Selanjutnya, guna mencegah terjadinuya praktik penyimpangan pelaksanaan program ini, 

Jeruri menjelaskan jika penyaluran dana bantuan rehab RTLH ini dilakukan melalui 
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transfer rekening bank ke keluarga penerima manfaat. Sistem penyaluran dana bantuan 

ini berbeda dari tahun sebelumnya, di mana dana ditransfer melalui rekening kas desa. 

Dia menambahkan, ketentuan atau kriteria penerima bantuan program rehab RTLH ini 

sudah tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2023, antara lain 

masyarakat berpenghasilan rendah atau mereka yang berpenghasilan di bawah upan 

minimum kabupaten, sudah berkeluarga, memiliki sebidang tanah milik pribadi, masak 

dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan sejumlah kriteria lainnya. 

Terakhir, Jerurui berharap melalui program ini, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat 

dan angka kemiskinan Kabupaten Tegal bisa terus berkurang. Sebab, dengan hadirnya 

program ini, keluarga penerima manfaat akan terbantu, setidaknya dalam mengurangi 

beban pengeluaran rumah tangga untuk membangun rumah layak huni. 

“Ini merupakan bagian dari program besar penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 

Tegal. Melalui bantuan perbaikan rumah ini, maka beban pengeluaran mereka, 

masyarakat miskin berpenghasilan rendah menjadi berkurang,” pungkasnya. 

Ditanya soal kategori rumah sudah layak huni, dia menjelaskan antara lain rasio luas 

bangunan minimal 7,2 meter persegi per penghuni, memenuhi syarat keselamatan atau 

kesehatan, baik sisi penerangan maupun sirkulasi udaranya, memiliki jamban sehat dan 

sejumlah kriteria lainnya. 

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Bupati Tegal Umi Azizah mengatakan, program 

rehab RTLH ini merupakan komitmen kepemimpinannya dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyakarat secara berkeadilan dan berkelanjutan, disamping meningkatkan 

produktivitasnya karena mereka yang tinggal di rumah sehat cenderung tidak mudah 

sakit. 

“Ini komitmen kami mengalokasikan anggaran yang mencukupi, memadai untuk 

merehab rumah milik warga miskin sampai layak huni. InsyaAllah, dengan alokasi Rp20 

juta per unit rumah akan bisa mencukupi standar rumah sehat, apalagi kalau ada tambahan 

swadaya warga,” ujarnya. 

Umi pun mengungkapkan, sejak tahun 2014 saat dirinya menjabat Wakil Bupati Tegal 

hingga sekarang sebagai Bupati Tegal, tidak kurang dari 10.907 unit RTLH berhasil 

dipugar atau diperbaiki. (EW/hn) 

 

Sumber Berita : 

1. http://setda.tegalkab.go.id/2023/08/17/rehab-591-rumah-tidak-layak-huni-pemkab-

tegal-anggarkan-rp1182-miliar/, “Rehab 591 Rumah Tidak Layak Huni, Pemkab 

Tegal Anggarkan Rp11,82 Miliar”, 17 Agustus 2023. 
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2. https://jateng.tribunnews.com/2023/08/18/pemkab-tegal-anggarkan-dana-rp-1182-

miliar-untuk-rehab-591-rumah-tidak-layak-huni, “Pemkab Tegal Anggarkan Dana Rp 

11,82 Miliar untuk Rehab 591 Rumah Tidak Layak Huni’, 18 Agustus 2023 

 

Catatan : 

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai 

sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi 

daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan 

keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta 

hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.  

2. Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. 

Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam 

rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau 

tujuan tertentu lainnya.1 Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah 

provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.2 

3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai 

kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang 

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.3 

4. Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan 

keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke 

Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar 

wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan 

atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau 

kabupaten / kota kepada desa.4 

 

 

Catatan Akhir : 
1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi 

persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. 
(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 
07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) 

2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) 
kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap 

                                                             
1 Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
2 Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
3 Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
4 Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
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terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 
tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang 
air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015). 

3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak 
memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus 
dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa 
kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan 
Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”) 

4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak 
memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik 
Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana 
Prasarana Lingkungan) 

5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar 
sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

 
 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 

  


